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Buku ini menyajikan gambaran komprehensif tentang hukum perjanjian,
dengan fokus pada syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum dalam
hukum perianjian, dan makna cidera janji atau wanprestasi. Penulisnya
mengulas dengan detail tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu
perjanjian dianggap sah menurut hukum, seperti kesepakatan, kecakapan
hukum para pihak, serta objek perjanjian yang dapat ditentukan dan memenuhi
unsur kausa yang halal.

Selain itu, buku ini membahas secara mendalam asas-asas umum yang
mengatur perjanjian, termasuk prinsip-prinsip seperti kepatuhan pada keadilan
dan iktikad baik. Pembaca akan mendapatkan pemahaman yang kokoh tentang
bagaimana hukum memandang pembentukan dan pelaksanaan perjanjian,
serta bagaimana asas-asas ini berperan dalam menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul.

Makna cidera janji juga dianalisis secara rinci dalam buku ini. Pembaca
akan diajak untuk memahami konsekuensi hukum dan pelanggaran perjanjian,
termasuk kemungkinan pemutusan kontrak, tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang
mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, tetapi juga membantu
pembaca untuk mengenali dan menangani cidera janji secara efekiif dalam
konteks hukum. Sinopsis ini menyoroti fokus utama buku tersebut, yang dapat
menjadi sumber yang berharga bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan
siapa pun yang tertarik pada studi hukum perjanjian.
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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa
yang atas kebesarannya mengalir ide-ide untuk menyusun buku ini,
shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada yang mulia Nabi
Muhammad SAW, yang mana beliau telah diutus sebagai rahmatan
lil alamin, rahmat bagi sekalian alam.

Penyusunan buku ini merupakan langkah maju penulis, yang
tadinya ragu dan terlalu takut memulai untuk menulis, akan tetapi
semangat dan dukungan orang-orang terdekat yang senantiasa
meyakinkan untuk segera memulai sekalipun masih banyak
kekurangan di dalamnya.

Buku ini juga merupakan buku pertama bagi penulis, dan
hukum perjanjian merupakan subjek yang telah penulis dalami
sejak bekerja sebagai staf notaris serta menempuh program
magister, dan diperdalam dalam jenjang strata tiga atau program
doktoral. Penulis juga senantiasa membahas mengenai hukum
perjanjian dan segala aspek-aspek spesifik di dalamnya, oleh karena
banyaknya masalah-masalah di tengah masyarakat mengenai
perjanjian itu sendiri.

Buku ini terdiri dari 5 Bab yang membahas mengenai
Pengantar Hukum Perjanjian, Teori - Teori Dalam Hukum
Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas - Asas Dalam Hukum
Perdata, Wanprestasi

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi
pemerhati hukum. Sangatlah disadari bahwa buku ini sangat jauh
dari sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran yang
membangun untuk perbaikannya di waktu mendatang. Namun
demikian, semoga buku ini dapat memberi arti dan manfaat bagi
kita semua

Parepare, 20 Mei 2024
Penulis,

Auliah Ambarwati
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BAB PENGANTAR

HUKUM
PERJANJIAN

A. Peristilahan Hukum Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak

Hukum perikatan merupakan konsep hukum yang khas
dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi
hukum Romawi (Roman Legal Tradition). Hukum Perikatan di
dalam sistem civil law, seperti dianut Prancis, Jerman, Belanda,
Spanyol dan Indonesia, merupakan satu kesatuan yang
mencakup Hukum Perjanjian dan perbuatan melawan hukum.
Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang
umum, yakni Hukum Perikatan.!

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan
ditempatkan dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
(diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata) tentang Perikatan, disini
diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (perjanjian) dan
perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan
melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang
tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut dicakup dalam
satu generik, yakni Hukum Perikatan.

Makna kata perikatan atau verbintenis atau obligation dapat
ditelusuri sumber lama dalam hukum Romawi. Istilah pertama
yang digunakan adalah obligare. Kemudian dikenal pula istilah
obligation secara literal obligation bermakna “seseorang mengikat-
kan diri”. Dewasa ini kata obligation tersebut bermakna lebih

1 Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum Perjanjian Indonesia dalam
Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH.UII Press



BAB TEORI - TEORI

DALAM HUKUM
PERJANJIAN

Seiring perkembangannya hukum perikatan dalam keilmuan
semakin memunculkan berbagai macam teori. Dalam ilmu hukum
khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dikenal
beberapa teori yaitu teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak,
teori berdasarkan formasi kontrak, teori dasar klasik, teori holmes
tentang tanggung jawab yang berkenaan dengan kontrak, serta teori
liberal tentang kontrak.2+

A. Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak Adalah dengan
Melihat Prestasi dari Para Pihak yang Terlibat dalam Kontrak
1. Teori Hasrat (Will Theory)

Disebut juga dengan teori hasrat yang menekankan
kepada pentingnya hasrat atau “will” atau “intend” dari pihak
yang memberikan janji. Teori ini kurang mendapat tempat,
dikarenakan bersifat (sangat) subjektif, dalam hal mana
menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak
bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa
yang mereka inginkan belaka. Jadi menurut teori ini yang
terpenting dari suatu kontrak bukan apa dilakukan oleh para
pihak dalam suatu kontrak tetapi apa yang mereka inginkan.
Yang terpenting adalah “manifestasi” dari kehendak para
pihak bukan yang “actual” dari mereka. Aspek pemenuhan

2 Nanda Amelia. (2013). Hukum Perikatan, Lhokseumaweh:
Unimal Press
13



BAB
SYARAT SAHNYA

PERJANJIAN

Sahnya sebuah perjanjian, di dalam sistem hukum Indonesia
dapat ditemukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Dalam naskah asli (bahasa Belanda) Pasal 1320 KUH
Perdata tidak dirumuskan dengan Kkata-kata “syarat sahnya
perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian”
(bestaanbaarheid der overeenkomsten).?” Perumusan kalimat “syarat
adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak dapat
karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu
syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, tetapi
tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat
sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (de toesteming
van degenen die zich verbinden);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (de bekwaamheid om
eene verbintenis aan te gacn);

3. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp); dan

4. Suatu sebab yang halal (eene geooloofde oorzaak).

Apabila didalam suatu perjanjian terkandung unsur cacat
kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan,
penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunan keadaan hanya
membawa akibat dapat dibatalkan. Begitu pula dengan perjanjian
yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap, baik satu pihak atau

27 Vide Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
18



BAB

A.

ASAS - ASAS
DALAM HUKUM
PERDATA

Asas - Asas dalam Hukum Perjanjian

Keberlakuan atau keabsahan dari suatu perjanjian harus
dijustifikasi oleh norma-norma hukum. Dengan menafsirkan
norma-norma hukum yang mengatur ihwal keabsahan
perjanjian dan karena itu juga pembentukannya, maka hal ini
sampai pada ranah asas-asas hukum.52

Henry P. Panggabean dalam Ridwan Khairandy
menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki
peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang
mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi
terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah
dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan
masalah tersebut.>

Nieuwenhuis dalam Ridwan Khairandy menjelaskan
hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum

(rechtsgels) sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem.
Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif,
tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem.
Suatu sistem tidak aka nada tanpa adanya asas-asas.

52 Ahyuni Yunus. (2017). Perjanjian Perbankan, keperkasaan

kreditor dan ketidakberdayaan debitur, Makassar Pustaka Refleksi.

32

5 Ridwan Khairandy, op.cit, hal 83



BAB
WANPRESTASI

A. Wanprestasi
Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang
berarti prestasi buruk. Pasal 1238 KUHPerdata mengenai cidera
janji atau wanprestasi berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah
atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,
atau demi periktannya sendiri, ialah jika ini menetapkan,
bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.”105

Bentuk wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak
melakukan prestasi atau keliru dalam melakukan prestasi atau
terlambat melakukan prestasi.’% Ingkar janji mengakibatkan
lahirnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti
rugi. Saat dimulainya ingkar janji adalah setelah debitur
dunyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau intuk
memenubhi perikatan.

Pasal 1243 KUH Perdata “penggantian biaya, rugi, dan
bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai
diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenubhi perikatannya, tetap melalaikannya, jika sesuatu yang

105 Vide Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
106 Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
65
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